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: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

: Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menyelenggarakan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

:1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyaraka!

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

3. Pelaksanaan kebiiakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di
daerah;

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

6. Pengawasan terhadap masyaraka! aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan
mentaati Peraturan Dearah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;

7. Melakukan tindakan administratif maupun penyelelidikan terhadap warga masyaraka!
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan
Kepala Daerah: dan

B. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

1. Nama SKPD

2. Tugas Pokok

3. Fungsi

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR I(NERJA UTAMA (IIru) I(ETERANGAN

1 Meningkatnya efektifitas
penegakan Peraturan
Daerah

1 Indeks penegakan Peraturan
Daerah

Perhitungan indeks penegakan Perda
didapatkan dengan menjumlahkan hasil
perkalian nilai masing - masing sub
indikator dengan bobotnya

2 Meningkafilya kualitas
pencegahan dan
penanganan gangguan
lingkungan masyarakat

2 Persentase gangguan lingkungan
masyarakat yang dapat dicegah
dan ditangani

|umlah gangguan lingkungan masyarakat
yang dapat dicegah dan ditangani dibagi
dengan jumlah gangguan lingkungan
masyarakat yang teriadi dan dikali 1007o

3 Meningkatnya keaktifan
penyelenggaraan
perlindungan masyarakat

3 Persentase kabupaten/kota yang
aktif menyelenggarakan
perlindungan masyarakat

fumlah kabupaten/kota yang aktif
menyelenggarakan p erlindungan
masyarakat dibagi f umlah kabupaten/kota
yang ada dan dikali 1007o


